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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, menelaah, memahami
dan menjelaskan mengenai sejauh mana Devolusi Partai Politik Terhadap Penentuan
Calon Kepala Daerah di Indonesia dengan menggunakan konsep devolusi politik dan
Studi Kasus Penentuan Calon Walikota Kota Kendari Oleh Partai Politik Periode 2017-
2022 sebagai batasan. Di samping itu juga merupakan upaya untuk menggagas format
devolusi partai politik (DPD, DPW, dan DPC) untuk menentukan calon kepala
daerah/wakil kepala daerah di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum
normatif, yang dilakukan melalui studi pustaka atau data sekunder. Data terdiri dari
bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yang kemudian diolah secara deskriptif-
preskriptif. Penelitian ini juga menggunakan beberapa pendekatan seperti pendekatan
Undang-Undang, AD/ART, Peraturan Organisasi, konseptual, dan pendekatan kasus.

Sebagai upaya untuk mendesain devolusi partai politik pada peraturan internal
partai politik untuk menentukan calon kepala daerah/wakil kepala daerah di Indonesia,
selama ini penentuannya sangat sentralistik dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip
otonomi daerah yang secara nyata, bertanggung jawab, otonomi yang seluas-luasnya,
demokratis serta mendorong partisipasi aktif masyarakat daerah untuk menilai,
menentukan, menetapkan, mengatur, dan menyelenggarakan serta melayani kepentingan
masyarakat daerah termasuk dibidang politik. Penentuan kepala daerah secara devolutif
akan melahirkan pemimpin yang bersih, berintegritas, berwibawa, bertanggung jawab
serta jauh dari korupsi, sehingga terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan
makmur.
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This study aims to determine, analyze, identify, understand and explain about
the extent of party political devolution towards the determination of candidate of
regional head in Indonesia by using concept of political devolution and case study of
determination of mayor of City Kendari by political party period 2017-2022 as limiting.
Besides, it is also an effort to gear up the format of devolution of political parties
(Regional Leadership Councils, Territory Leadership Councils, Branch Councils) to
determine the candidate for regional head/deputy head of region in Indonesia.

The method used in this study is a normative legal research, conducted through
literature or secondary data. The data consists of primary legal materials, secondary and
tertiary, which are then processed as descriptive-prescriptive. This study also uses
several approaches like statute approach, statutes and by laws, conceptual, and case
approach.

In an attempt to design the devolution of political parties on internal rules of the
party to determine the candidate of regional head or deputy head of region in Indonesia,
because so far very centralistic and not line with the principles of regional autonomy
that is real, accountable, autonomy as broadly, democratic and encourage the active
participation of the community to assess, determine, establish, regulate and organize
and serve the interests of the community including in the political field. Determination
of candidates for regional head devolutively will be birth to leaders who are clean,
integrity, dignity, accountable, and far from corruption, so that crystallized a posperous,
just and prosperity.
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